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ABSTRAK 

 

Rakhmat Hidayat, NIM: 170311020023, Rekonstruksi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Dalam 

Studi Empiris Di Wilayah Kalimantan Selatan), Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. 

Fahmi Al Amruzy. M. Hum dan pembimbing II: Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, 

M.H, Disertasi, Program S3 Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 

2023. 

 

Kata Kunci: Rekonstruksi, Perkawinan, Perceraian. 

 

Munculnya pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

memberikan aturan bahwa perceraian hanya diakui/dianggap sah apabila dilakukan di 

depan sidang pengadilan. Oleh karena itu secara yuridis tidak memberikan jalan lain dalam 

melakukan perceraian selain melalui proses pengadilan, namun dalam perkembangannya, 

masyarakat Kalimantan Selatan masih banyak yang melakukan perceraian di luar sidang 

pengadilan. Hal ini kemudian menciptakan ketidakharmonisan hukum antara hukum yang 

hidup dalam masyarakat dengan hukum nasional, sehingga pada tataran penerapannya 

menimbulkan berbagai problematika dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan rumusan masalah yakni: Mengapa Pasal 39 diadakan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bagaimana urgensi Pasal 39 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pelaksanaan perceraian. 

Penelitian ini kemudian di analisis dengan menggunakan beberapa teori yang 

mencakup: pertama, Teori Tujuan Hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, 

keadilan hukum dan kemanfaatan hukum untuk memberikan jaminan dan perlindungan 

terhadap perceraian yang telah dilakukan di luar sidang pengadilan. Kedua, teori Analogi a 

Contrario digunakan untuk menunjukkan bahwa aturan undang-undang itu hanya berlaku 

untuk kejadian yang jelas-jelas secara eksplisit disebut dan tidak berlaku bagi kejadian 

yang tidak disebut dalam undang-undang. Ketiga, Teori Maqasid Syariah dalam hal ini 

digunakan untuk menganalisis dari aspek menghilangkan segala kemudharatan dan 

mendatangkan kemaslahatan. Keempat, Teori The Living Law digunakan untuk dapat 

mengakomodir hukum yang senyata-nyatanya dianut dan hidup atau berlaku dalam 

masyarakat. Sehingga teori-teori ini sangat tepat untuk dijadikan sebagai pisau analisis 

mengenai maraknya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan di Kalimantan 

Selatan.  

Fenomena mengenai perceraian di luar sidang pengadilan di Provinsi Kalimantan 

Selatan ini kemudian dilakukan observasi pada Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Fakta perceraian di luar sidang pengadilan dari observasi 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah perceraian di luar sidang pengadilan 

yang terjadi di Kabupaten Banjar berdasarkan banyaknya kasus yang masuk di Pengadilan 

Agama Martapura dengan persentase 55%, jumlah perceraian di luar sidang pengadilan 

yang terjadi di Kabupaten Tapin berdasarkan banyaknya kasus yang masuk di Pengadilan 
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Agama Rantau dengan persentase 45%, sedangkan jumlah perceraian di luar sidang 

pengadilan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan banyaknya kasus 

yang masuk di Pengadilan Agama Barabai dengan persentase 50%. Dengan demikian 

dapat dipastikan bahwa sekitar 50% penduduk Provinsi Kalimantan Selatan telah 

melakukan perceraian di luar sidang pengadilan. Adapun faktor-faktor penyebab maraknya 

perceraian di luar sidang Pengadilan di Kalimantan Selatan diantaranya: lebih cepat dan 

praktis, kondisi jarak atau medan, masalah waktu, biaya perkara yang harus dikeluarkan, 

sudah menjadi suatu kebiasaan hukum, serta mengikuti pendapat tuan guru atau ulama. 

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut maka dalam konteks kepastian dan 

perlindungan hukum di Indonesia, maka reformulasi norma Itsbat talak memiliki peranan 

sangat penting. Itsbat talak dapat menjadi salah satu perangkat untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi warga negara dalam bidang hukum keluarga, terutama mengenai 

perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Selain itu, dalam 

hubungannya dengan administrasi hukum. itsbat talak dapat diakui dalam hukum 

perkawinan di Indonesia. Sehingga Hakim di pengadilan dapat menetapkan permohonan 

itsbat talak bagi pasangan yang telah melakukan talak di luar pengadilan setelah 

memeriksa dan terbukti bahwa talak tersebut sesuai dengan ketentuan fikih. Dalam konteks 

ini Hakim dapat menggunakan metode konstruksi itsbat nikah serta melakukan 

pertimbangan dari aspek kemaslahatannya.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum campuran yakni penelitian 

hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Sedangkan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan socio legal untuk 

menggambarkan realitas sesuai dengan fenomena yang ada dalam masyarakat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan belum mengakomodir kebutuhan dan dinamika perkawinan sesuai 

perkembangan zaman, khususnya dalam memberikan jaminan kepastian dan perlindungan 

bagi pasangan yang telah melakukan perceraian di luar sidang pengadilan. Mengingat 

terdapat kontradiksi antara ketentuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-

Undang Perkawinan, dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-

Undang Perkawinan. Oleh karenanya perlu adanya rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 

39 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian sah berdasarkan 

agama dan  kepercayaan masing-masing, sedangkan pengadilan sebagai administrasinya. 
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ABSTRACT 

Rakhmat Hidayat, SRN: 170311020023, Reconstruction of Article 39 of Law Number 1 

of 1974 (Juridical Analysis of Divorce Outside the Court Session in Empirical 

Studies in the South Kalimantan Region), which was guided by the first supervisor: 

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzy. M. Hum and the second supervisor: Dr. H. 

Akhmad Sukris Sarmadi, M.H, at the Postgraduate Program of UIN Antasari 

Banjarmasin, 2023. 

 

Keywords: Reconstruction, Marriage, Divorce. 

 

 This study examines the Reconstruction of Article 39 of Law Number 1 of 1974 

(Juridical Analysis of Divorce Outside the Court Session in Empirical Studies in the South 

Kalimantan Region). This study uses the formulation of the problem, particularly: Why 

Article 39 is included in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and The urgency of 

Article 39 of Law Number 1 of 1974  in the implementation of divorce. The provisions in 

Article 39 mean that a divorce is only considered legally valid if it is carried out before a 

court. Therefore, juridically, it does not provide another way of getting a  divorce other 

than through the court process, but throughout its development, many people in South 

Kalimantan get a divorce outside the court session regardless. This then creates legal 

disharmony between the laws that exist in the society and the national laws, and hence at 

the level of application, it creates various problems in people's lives. 

 This research is further analyzed using several theories which include: first, the 

Legal Objective Theory which is oriented towards legal certainty, legal justice and legal 

expediency to provide guarantees and protection against the divorce that has been carried 

out outside the court session. Second, the Analogy a Contrario theory is used to emphasize 

legal certainty and thus it does not raise any doubts in its application. Third, the Maqasid 

Sharia Theory in this regard is used to analyze the aspect of eliminating all harm and 

bringing benefits. Fourth, The Living Law Theory is used to accommodate the laws that 

adhere to and exist or apply in society. Therefore, these theories are greatly appropriate to 

be used as an analysis tool regarding the prevalence of divorces that are carried out outside 

the court session in South Kalimantan. 

 The phenomenon of out-of-court divorce in South Kalimantan Province was then 

observed in Banjar Regency, Tapin Regency, and Hulu Sungai Tengah Regency. The facts 

of out-of-court divorce from the observations that have been made show that the number of 

out-of-court divorces that occur in Banjar Regency based on the number of cases listed at 

the Martapura Religious Court with a percentage of 55%, the number of out-of-court 

divorces that occur in Tapin Regency based on the number of cases listed at the Rantau 

Religious Court with a percentage of 45%, while the number of out-of-court divorces that 

occur in Hulu Sungai Tengah Regency based on the number of cases listed at the Barabai 

Religious Court with a percentage of 45%. Thus, it can be assured that approximately 50% 

of the population of South Kalimantan Province have divorced outside the court session. 

The factors causing the prevalence of divorces outside the court session in South 
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Kalimantan include: that it is faster and more practical, the distance or terrain conditions, 

the time problems, the cost of the case that must be incurred, that it has become a legal 

custom, and following the opinion of the Muslim scholars or ulama. 

 Considering these various problems, in the context of legal certainty and protection 

in Indonesia, the reformulation of the Istbat Talak (Istbat Divorce) norm plays a pivotal 

role. Istbat Talak can be one of the tools to provide legal protection for citizens in the field 

of family law, especially regarding the legal protection of women's rights after divorce. In 

addition, regarding legal administration, Istbat Talak can be acknowledged in Indonesian 

marriage law. Therefore,  the judges in the court can approve the application for Istbat 

Talak for couples who have gotten a divorce outside the court after examining and proving 

that the divorce is in accordance with the provisions of Fikih (Islamic jurisprudence). In 

this context, the judge can use the construction method of Istbat Nikah (Istbat Marriage) 

and consider the aspect of its benefits. 

 This research utilizes a mixed type of legal research, which is normative and 

empirical legal research. Normative legal research uses a statutory approach and a case 

approach. Whereas empirical legal research uses a socio-legal approach to describe the 

reality in accordance with the phenomenon that exists in society. The results showed that 

the formation of Article 39 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage has not 

accommodated the needs and dynamics of marriage that are in line with the times, 

especially in providing certainty and protection for couples who have gotten a divorce 

outside the court session. Considering that there is a contradiction between the marriage 

provisions stipulated in Article 2 of the Marriage Law, and the divorce provisions 

stipulated in Article 39 of the Marriage Law. For this reason, it is necessary to reconstruct 

the provisions of Article 39 of the Marriage Law, which states that divorce is valid based 

on their respective religions and beliefs, while the court is the administrator. 
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 ص البحثمستخل

 

)تحليددق ندد نقم  1974سدد    1نظدد ق ندد نقم  ندد   39تحددث م ددد    ، 170311020023. رحمتته ايا،تتقم ريتتا ياتتي ال  لتت 
، المشدف  اول:  اوسدت ا الدثكتق  الحد ج. الطلاق خ  ج المح ك ،   اس  تطبيقي  في دق طع  كلم تد م الن قييد  

الثكتق  الح ج. أحمث شكفي سفدثي، الم جستيف، الث اس ت دحمث فهمي اودفزي، الم جستيف، المشف  الث ني  

 .2023العلي  ج دع  أنتس  ي الإسلادي  الحكقدي  ي نفد سين، 

 

 

 تحي،ث الق نونم الزواجم ال لاق :الكلم ت المفت حاق

 

خ  ج )تحليق ن نقم الطلاق  1974لع ق  1دن ال ظ ق الق نقني  ن   39دحق  هذا البحم  ثل  حق: تحث م د    

المح ك ،   اس  تطبيقي  فدي دق طعد  كلم تد م الن قييد  . ل هدث  هدذا البحدم الد  الإج يد  ةلد  اوسد:ل  الت ليد   لمد اا تد  

ددن ال ظدد ق  39يشدد م الدجلاجم لدد  ددثا الحد ة أهميد  دد     1974لسد    1ضدمن ال ظد ق القد نقني  ند   39ا خد : دد    

تد   ةلد  أم الطدلاق ع  عتبدف ن نقنيد  اع ااا تد   39لطدلاقم اا أم دد    في ت فيدذ لحدح  ا 1974لس    1الق نقني  ن  

 اخق المح ك . يمع   آخف، دن ال  حي  الق نقني ، ع تقجث أي طف ق  أخفا لصح  الطلاق اع يإجفاءات  اخق المحد ك . 

ا للكن في تطبيقه ، ع  جا: العث ث دن اوشخ ص في ج دق  كلم تد م  ققددقم يد لطلاق خد  ج ال محد ك . دمد   خلدن ت د فف 

 ن نقني   يين الققانين التي تعيش في المنتمع لالق نقم القط ي، ل  تج ة ه يعث الك ةث  دش كق دختلف  في حي   المنتمع.

لنث تد  تحليدق هدذا البحدم ي سدتخثاق ةدث  نظف د ت تشدمق  ألع ، نظف د  الودف  القد نقني التدي تميدق نحدق اليقدين 

الق نقني  لالفقائث الق نقنيد  لتدقفيف الادم م لالحم  د  للمطلقدين الدذ ن تد  طلانهد  خد  ج المحد ك .   نيد    الق نقني لالعثال  

نظف دد  الت دد اف لالعكددك للت كيددث ةلدد  لجددق  اليقددين القدد نقني حتدد  ع  حددثث لبسدد   فددي تطبيقهدد .   لثدد    نظف دد  المق حددث 

ف  لجلد  كدق ند فع.  ايع د ، نظف د  القد نقم الحدي عسددتيع   الإسدلادي  فدي هدذل الح لد  للتحليدق ددن ن حيد  ازالد  كدق ضد

الققانين التي تلتجق فعلي   لتعيش أل تطبن في المنتمع. ل فا الب حدم يد م هدذل ال ظف د ت د  سدب  جدث ا عسدتخثاده  كد  ا  

 تحليلي  فيم   تعلن ي  تف ع ح عت الطلاق التي تت  خ  ج المح ك  في كلم ت م الن قيي .

ب حددم دلاحظد  اد هف  الطددلاق خد  ج المحدد ك  هدذل فدي  لا دد  د د طن ددن كلم تدد م الن قييد  لهددي  لندث خد  ال

د طق  ي نف، لد طقد  تد يين، لهقلدق سدقنن ي القسدط . تظهدف لند ئع الطدلاق خد  ج المحد ك  ددن الملاحظد ت التدي تد  

  ةث  القا    التدي  خلدت دحكمد  اجفاؤه  أم ةث  ح عت الطلاق خ  ج المح ك  التي حث ت في د طق  ي نف است   ا ال

٪، لةث  ح عت الطلاق خ  ج المح ك  التي حث ت فدي د طقد  تد يين اسدت    ا الد  ةدث  القاد    55د ت يق ا الث  ي  ي سب  

%، يي م  ةث  ح عت الطدلاق خد  ج المحد ك  التدي حدث ت فدي د طقد  45التي ت  تقث مه  ال  دحكم   انت ل الث  ي  ي سب  

لدن ه د   مك  د  الت كدث  %.50ي القسط  است    ا ال  ةث  القا    التي  خلت المحكم  الث  ي  يبفي ي ي سب  هقلق سقنن 

دلقا الطدلاق خد  ج المحد ك . لتشدمق العقاددق المسدبب  50دن أم حدقالي  % ددن سدك م دق طعد  كلم تد م الن قييد  ندث فال

ي  اددفل  المسدد ف  أل التادد   ك، اددفل  القنددت، ع تفدد ع حدد عت الطددلاق خدد  ج المحدد ك  فددي ج ددق  كلم تدد م ددد   لدد

 لتك ليف الح عت التي سيت  تكبثه ، تتبع  للع    لالتق ليث، لاتب ع  أي المعل  أل العلم ء.

انطلان  دن هذل المشدكل ، لفدي سدي ق اليقدين القد نقني لضدم م الحقدقق فدي انثلنيسدي ، فدإم اةد    حدي    ن ةدث  

  . حيم  مكن أم تكقم أ ا  لتقفيف الام م الق نقني للمقاط ين في دند : ند نقم اوسدف ، ا ب ت الطلاق له   ل  ده  للو 

لخ ح  فيم   تعلن يام م حققق المفأ  يعدث الطدلاق. ي لإضد ف  الد  الدك، فيمد   تعلدن يدإ ا   القد نقم فديمكن اعةتدفا  

م  دن نبق: طل  ا ب ت الطدلاق للدجلجين يإ ب ت الطلاق في ن نقم الجلاج في انثلنيسي ، حيم  تمكن الق ضي في المحك

د   مكدن للقاد    المطلقين خ  ج المح ك  يعث الت كدث د ده ل بدت أم الطدلاق لندع لفدن أحكد ق المثدق. لفدي هدذا السدي ق أ ا 

 استخثاق أسلق  ي  ء ا ب ت الجلاج لأخذ اعةتب  ات دن ن حي  الم فع .

هذا البحم يحم ن نقني دختلط يين البحم الق نقني المعي  ي لالبحم الق نقني التنف بي. ل ستخثق البحم 

الق نقني المعي  ي الم هج الق نقني لنهج القاي . يي م   ستخثق البحم الق نقني التنف بي د هن   اجتم ةي   ن نقني   لقحف 

 1دن ال ظ ق الق نقني  ن   39فت نت ئج البحم أم حي    ن  الم    القانع لفق   للظقاهف المقجق   في المنتمع. لأاه

في ش م الجلاج ل  تستقة  احتي ج ت الجلاج ل    ديكيته حس  العصف، خ ح  في تقفيف ضم م الحققق  1974لس   

الم صقص ةليه  لاليقين الق نقني للأزلاج الذ ن طلققا خ  ج نط ق المح ك . دعتبفا أم ه  ك ت  نا  يين أحك ق الجلاج 
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دن ن نقم الجلاج. للذلك ع يث دن  39دن ن نقم الجلاج، لأحك ق الطلاق الم صقص ةليه  في الم     2في الم    

دن ن نقم الجلاج، التي ت   ةل  أم الطلاق دشفلع ةل  كق   ن لدعتقث، لالمحكم  هي  39تحث م أحك ق الم    

 الإ ا  .
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TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988, sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

  Ba B Be 

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ة

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

  Dal d De 

 Żal ż Zet (dengan titik di ا

atas) 

  Ra r er 

 Zai z zet ز

 Sin s es س
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 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

  Ḍad ḍ de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ا

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

  Fa f ef 

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

: Lam l el 

 Mim m em ق

 Nun n en م

 Wau w we ل

 Ha h ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

 

1. Vokal 

 

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 
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vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal 

memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut: 

 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 a Fathah ـَ

 i Kasrah ـِ

 u Dhammah ـُ

 

Kata sandang: Contoh: ( : الفج) al-rijâl bukan ar-rijâl, ( الث قام ) al-

dȋwân bukan ad-dȋwân. 

Syiddah: Misalnya (   الافل) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- 

dharûrah, demikian seterusnya. 

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut: 

 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 Ai a dan i -ي

 Au a dan u -ل

 

2. Vokal Panjang 

 

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab 

dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut: 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 
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 Â a dengan topi di atas ي 

 ȋ i dengan topi di atas يي

 Û u dengan Topi di atas يق

 

 

3. Kata Sandang 

 

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsyiyah 

maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dȋwân bukan ad- 

dȋwân. 

 

4. Syiddah (Tasydid) 

 

Syiddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda ( ّـ ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, 

hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah 

kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata   الافل 

tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya. 

5. Ta Marbûthah 

 

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada 

kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf 

/h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah 
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tersebut diikuti oleh kata sifat (naʻt) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta 

marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut 

dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3). 

No Kata Arab Alih Aksara 

 Tharȋqah  قيالطف 1

 Al-Jâmȋ’ah al-Islâmiyyah  يقلس :اا  عقج :ا 2

 Wahdah al-Wujûd القجق  لحث  3

 

 

6. Huruf Kapital 

 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti 

ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk 

menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama 

diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari 

bukan Al-Banjari. 

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, 

misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal 

(bold). Jika menurut PUEBI), judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka 
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demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. 

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama tokoh yang berasal dari 

Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya 

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 

‘Abd al-Samad al-Palimbânȋ; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dȋn al-Rânȋrȋ 

7. Cara Penulisan Kata 

 

Setiap kata, baik kata kerja (fi’l) kata benda (ism), maupun huruf (harf) 

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- 

kalimat dalam bahasa Arab. 

Aksara Arab Alih Aksara 

 Dzahaba al-ustâdzu ااتلكأا اه 

 Tsabata al-ajru  بت األنف

 Al-harakah al-‘ashriyyah  ي صعا:  كلحفا

 asyhadu an lâ ilâha illa Allâh هللا :اا ل:اا: أم  لأش

 mawlânâ Malik al-Shâlih دلك الص لح دقال  

 yu’tsirukum Allâh هللا  ؤ فك 

 al-mazhâhir al-‘aqliyyah  ينقعا: ا هفقا:

 ’hub al-istithlâ عا:طتلكاا ح 

 -al-mâddah al-mashnû’ah min al ملاية:ا مق  علمصقا: الم   

hayawân 

 tharf al-‘ayni ميعا: طف 
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 al-musâhamah  قدس لا:

 man salaka tharȋqan طف ق  سلك دن
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